LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

REPEHRAPHKER & RAHARIE

NOMOR 14 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang ;oa. bahwa dalam rangka penyelenggaraan jasa

konstruksi di daerah yang sesuai

kepranataan usaha, pemerintah daerah wajib
memberikan pelayanan dan pembinaan serta

pengawasan jasa konstruksiagar

mendukung terwujudnya ketertibandalam
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara

optimal;

b. bahwa Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun
2001 tentang Ketentuan Izin Usaha Jasa

Konstruksi sudah tidak sesuai lagi

perkembangan kebutuhan masyarakat

pemerintahan;



Mengingat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin
Usaha Jasa Konstruksi;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3833);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);



Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa
Konstruksi  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3955) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5092);



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 95);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa
Konstruksi  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3957);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004
tentang BadanNasional Sertifikasi Profesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4408);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara  Pemerintah, Pemerintah  Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
A737);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan
Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 195);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6
Tahun 2004 tentang Transparansi dan
Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah
di kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29,
Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor
17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor
20 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor
20 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2010 Nomor 12);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor
21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8
Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembentukan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
JASA KONSTRUKSI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

w

Daerah adalah Kabupaten Bandung.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan
perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Bandung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Badan adalah Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Kabupaten Bandung yang
selanjutnya disingkat BPMP.

Kepala Badan adalah Kepala Badan
Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten
Bandung.

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa
konsultansi perencanaan pekerjaan kontruksi,
layanan jasa pelaksanaan pekerjaan
konstruksi, dan layanan jasa konsultansi
pengawasan pekerjaan konstruksi.

Badan Usaha Jasa Konstruksi yang
selanjutnya disingkat BUJK adalah badan
usaha yang berbentuk badan hukum, yang
kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa
konstruksi.

Badan usaha baru adalah badan usaha yang
baru didirikan dan belum punya pengalaman.

6



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Domisili adalah tempat pendirian dan/atau
kedudukan/alamat badan usaha yang tetap
dalam melakukan kegiatan wusaha jasa
konstruksi.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau
sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan
atau pelaksanaan beserta pengawasan yang
mencakup  pekerjaan  artistektural,  sipil,
mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan
masing-masing beserta kelangkapannya untuk
mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik
lain.

Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) adalah Izin
yang diperlukan bagi perusahaan jasa
konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan
dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh
Kepala Badan atas nama Bupati.

Pembinaan adalah kegiatan pengaturan,
pemberdayaan dan pengawasan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi
penyedia jasa, pengguna jasa dan
masyarakat.
Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi
untuk menetapkan penggolongan usaha di
bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub
bidang usaha atau penggolongan profesi
keterampilan dan keahlian kerja orang
perseorangan di bidang jasa konstruksi
menurut disiplin keilmuan dan/atau
keterampilan tertentu dan/atau kefungsian
dan/atau keahlian masing-masing.
Kualifikasi adalahbagian kegiatan registrasi
untuk menetapkan penggolongan usaha
dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/
kedalaman kompetensi dan kemampuan
usaha,atau penggolongan profesi keterampilan
dan keahlian kerja orang perseorangan
dibidang jasa konstruksi menurut
tingkat/kedalaman kompetensi dan
kemampuan profesi dan keahlian.

.



16. Sertifikasi adalah:

a.

proses penilaian untuk mendapatkan
pengakuan terhadap klasifikasi dan
kualifikasi ataskompetensi dan
kemampuan usaha di bidang jasa
konstruksi yang berbentuk usahaorang
perseorangan atau badan usaha; atau

proses penilaian kompetensi dan
kemampuan profesi keterampilan kerja dan
keahliankerja seseorang di bidang jasa
konstruksi menurut disiplin keilmuan dan
atauketerampilan tertentu dan atau
kefungsian dan atau keahlian tertentu.

17. Sertifikat adalah:

a.

tanda  bukti pengakuan penetapan
klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi
dan kemampuan usaha di bidang jasa
konstruksi baik yang berbentuk orang
perseorangan atau badan usaha; atau

tanda bukti pengakuan atas kompetensi
dan kemampuan profesi keterampilan kerja
dan keahlian kerja orang perseorangan di
bidang jasa konstruksi menurut disiplin
keilmuan dan/atau keterampilan tertentu
dan/atau kefungsian dan/atau keahlian
tertentu.

18. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi.



BAB I
USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Jenis Usaha, Bentuk Usaha dan Bidang Usaha

Pasal 2

Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha,
bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.

Paragraf 1

Jenis Usaha

Pasal 3

(1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 meliputi jasa
perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa
pengawasan konstruksi.

(2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi
memberikan layanan jasa konsultansi
perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan
arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau
tata lingkungan.

(3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi
memberikan layanan jasa pelaksanaan yang
meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil,
mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.

(4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi
memberikan layanan jasa konsultasi
pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan
arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau
tata lingkungan.



(1)

()

()

(4)

Pasal 4

Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan
konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (2) dapat terdiri dari:

a. survei;
b. perencanaan umum, studi makro, dan studi
mikro;

c. studi kelayakan proyek, industri, dan
produksi;

d. perencanaan teknik, operasi, dan
pemeliharaan;

e. penelitian.

Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan

konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (4) dapat terdiri dari jasa:

a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan
konstruksi;

b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan
waktu dalam proses pekerjaan dan hasil
pekerjaan konstruksi.

Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara
terintegrasi.

Kegiatan yang dapat dilakukan secara
terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) terdiri atas:

a. rancang bangun (design and build);

b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan
terima jadi (engineering, procurement, and
construction);

C. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi
(turn-key project); dan/atau

10



()

(6)

(1)

(2)

d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja
(performance based).

Pengembangan layanan jasa perencanaan dan
atau pengawasan lainnya dapat mencakup
antara lain jasa:

a. manajemen proyek;

b. manajemen konstruksi;

c. penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya
pekerjaan.

Layanan jasa konstruksi yang dilaksanakan
secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh badan
usaha yang berbadan hukum.

Paragraf 2
Bentuk Usaha
Pasal 5
Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi
sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi usaha
orang perseorangan dan badan usaha baik
nasional maupun asing.

Badan usaha nasional dapat berbentuk badan
hukum maupun bukan badan hukum.

Paragraf 3
Bidang Usaha

Pasal 6

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, terdiri dari :

11



(1)

(2)

bidang usaha jasa perencanaan dan
pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha
yang bersifat umum dan spesialis;

bidang usaha jasa pelaksana konstruksi, terdiri
atas bidang usaha yang bersifat umum,
spesialis, dan keterampilan tertentu;

bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2) harus  memenuhi  kriteria  mampu
mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk
fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai
dengan penyerahan akhir atau berfungsinya
bangunan konstruksi;

bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat
spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu
mengerjakan bagian tertentu dari bangunan
konstruksi atau bentuk fisik lain;

bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat
keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu
mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi
dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan
menggunakan teknologi sederhana.

Bagian Kedua
Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha
Pasal 7
Badan usaha jasa konstruksi yang memberikan
layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat

sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha.

Klasifikasi usaha jasa konstruksi terdiri dari :

12



klasifikasi usaha bersifat umum
diberlakukan kepada badan usaha yang
mempunyai kemampuan untuk
melaksanakan satu atau lebih bidang
pekerjaan;

klasifikasi usaha bersifat spesialis
diberlakukan kepada usaha  orang
perseorangan dan atau badan usaha yang
mempunyai kemampuan hanya
melaksanakan satu sub bidang atau satu
bagian sub bidang;

klasifikasi usaha orang perorangan yang
berketerampilan kerja tertentu diberlakukan
kepada usaha orang perseorangan yang
mempunyai kemampuan hanya
melaksanakan suatu keterampilan kerja
tertentu.

Pasal 8

(1) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 untuk bidang usaha jasa perencanaan dan
jasa pengawasan konstruksi meliputi:

(2)

a.

b
C.
d

arsitektur;
rekayasa (engineering);
penataan ruang; dan

jasa konsultansi lainnya.

Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7

untuk bidang usaha jasa pelaksanaan

konstruksi meliputi:

a.

b
C.
d

bangunan gedung;
bangunan sipil;
instalasi mekanikal dan elektrikal; dan

jasa pelaksanaan lainnya.
13



(3)

(4)

()

(1)

(2)

(1)

(2)

Setiap Kklasifikasi bidang usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat
dibagi menjadi beberapa subklasifikasi bidang
usaha jasa konstruksi.

Setiap subklasifikasi bidang usaha jasa
konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dapat meliputi satu atau gabungan dari
beberapa pekerjaan konstruksi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi jasa
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 meliputi:

a. kualifikasi usaha besar;
b. kualifikasi usaha menengah;
c. kualifikasi usaha kecil.

Setiap kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dibagi menjadi beberapa
subkualifikasi usaha jasa konstruksi.

Pasal 10

Orang perseorangan yang memberikan layanan
jasa konstruksi atau orang perseorangan yang
dipekerjakan oleh  badan usaha yang
memberikan layanan jasa konstruksi harus
memiliki  sertifikat sesuai  klasifikasi dan
kualifikasi.

Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
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arsitektur;

sipil;

a
b

c. mekanikal;
d. elektrikal;

e. tatalingkungan; dan
f

manajemen pelaksanaan.
(3) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. tenaga ahli; dan

b. tenaga terampil.
(4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a terdiri atas subkualifikasi:

a. muda;
b. madya; dan
C. utama.
(5) Tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b terdiri atas subkualifikasi:
a. kelastiga;
b. kelas dua; dan
c. kelas satu.

Pasal 11

Dalam hal sertifikasi untuk bidang usaha instalasi
mekanikal dan elektrikal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) huruf ¢ dan orang
perseorangan untuk klasifikasi elektrikal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
huruf d, harus berkoordinasi dengan instansi yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di
bidangketenagalistrikan.
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(1)

(2)

®3)

(4)

(1)

Pasal 12

Usaha orang perseorangan dan/atau badan
usaha jasa konsultansi perencanaan dan/atau
jasa konsultansi pengawasan konstruksi hanya
dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan
layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi
sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.

Usaha orang perseorangan selaku pelaksana
konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan
konstruksi yang beresiko kecil, berteknologi
sederhana, dan dengan biaya kecil.

Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang
bukan berbadan hukum hanya dapat
mengerjakan pekerjaan konstruksi yang beresiko
kecil sampai sedang, berteknologi sederhana
sampai madya, dengan biaya kecil sampai
sedang.

Untuk pekerjaan konstruksi yang beresiko tinggi
dan atau yang berteknologi tinggi dan atau yang
berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh
badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas
atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 13

Kriteria resiko pada pekerjaan konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri
dari:

a. kriteria resiko kecil mencakup pekerjaan
konstruksi yang pelaksanaannya tidak
membahayakan keselamatan umum dan
harta benda;

b. kriteria resiko sedang mencakup pekerjaan
konstruksi yang pelaksanaannya dapat
beresiko membahayakan  keselamatan
umum, harta benda, dan jiwa manusia;
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(@)

®3)

(1)

c. kriteria resiko tinggi mencakup pekerjaan
konstruksi yang pelaksanaannya beresiko
sangat membahayakan keselamatan umum,
harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.

Kriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan
konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal
12 terdiri dari :

a. kriteria teknologi sederhana mencakup
pekerjaan konstruksi yang menggunakan
alatkerja sederhana dan tidak memerlukan
tenaga ahli;

b. kriteria  teknologi madya  mencakup
pekerjaan konstruksi yang menggunakan
sedikitperalatan berat dan memerlukan
sedikit tenaga ahli;

c. kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan
konstruksi yang menggunakan
banyakperalatan  berat dan  banyak
memerlukan tenaga ahli dan tenaga
terampil.

Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan
konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 terdiri atas kriteria biaya kecil dan atau biaya
sedang dan atau hiaya besar yang
ditentukanberdasarkan besaran biaya dan
volume pekerjaan.

Pasal 14

Penanggung jawab teknik yang merupakan
tenaga tetap badan usaha jasa perencanaan,
jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan harus
memiliki  sertifikat  keterampilan  dan/atau
keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi
tenaga kerja konstruksi oleh lembaga.
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(2)

(1)

()

(1)

(2)

Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang
berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha,
dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada
usaha orang perseorangan atau badan usaha
lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.

BAB I
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Wewenang Pemberian IUJK

Pasal 15

Bupati berwenang memberikan IUJK sesuai
domisili BUJK.

Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan atas
nama Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian IUJK

Pasal 16

Setiap BUJK wajib memiliki 1zin Usaha Jasa
Konstruksi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan
atas nama Bupati sesuai dengan domisili Badan
Usaha.

BUJK  vyang ingin memperoleh IUJK
sebagaimana dimaksud ayat (1) harus
mengajukan permohonan kepada Bupati melalui
Kepala Badan.
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(3)

(4)

()

(1)

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdiri atas:

a. permohonan izin baru;

b. perpanjangan izin;

c. perubahan data; dan/atau
d. penutupan izin.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdiri atas Persyaratan Umum dan
Persyaratan Khusus.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
dan tata cara pemberian IUJK sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Bupati.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu dan Wilayah Operasi IUJK

Pasal 17

Izin Usaha Jasa Konstruksi berlaku selama
perusahaan yang besangkutan masih
melakukan kegiatan usaha dan wajib melakukan
daftar ulang (herregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun
sekali.

IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah
Republik Indonesia.
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(1)

(2)

®3)

(4)

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

Setiap BUJK yang telah memiliki 1JUK berhak
untuk mengikuti proses pengadaan jasa
konstruksi.

BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkewajiban untuk:

a. mentaati ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. melaporkan perubahan data BUJK dalam
waktu paling lama 14 (empat belas) hari
kerja setelah terjadinya perubahan data
BUJK;

c. menyampaikan dokumen yang benar dan
asli dalam proses permohonan pemberian
IUJK; dan

d. menyampaikan laporan akhir tahun yang
disampaikan kepada Badan paling lambat
bulan Desember tahun berjalan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d meliputi:

a. nama dan nilai paket pekerjaan yang
diperoleh;

b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan akhir

tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan Peraturan Bupati.
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(1)

(2)

®3)

(4)

BAB V
LAPORAN

Pasal 19

Badan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban secara berkala setiap 3
(tiga) bulan sekali kepada Bupati.

Secara berjenjang, Bupati menyampaikan
laporan pertanggungjawaban pemberian 1UJK
kepada Gubernur secara berkala setiap 4
(empat) bulan sekali.

Laporan pertanggungjawaban pemberikan IUJK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
daftar pemberian IUJK baru;
daftar perpanjangan IUJK;

a
b
c. daftar perubahan data IUJK;
d. daftar penutupan IUJK;

e. daftar usaha orang perseorangan;
f.

daftar BUJK vyang terkena  sanksi
administratif; dan

g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan
terhadap tertib IUJK

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
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(1)

(@)

(1)

(2)

®3)

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 20

Bupati melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan pemberian IUJK oleh Badan.

Bupati melakukan pemberdayaan kepada BUJK
yang telah memiliki lTUJK.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

BUJK tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
dikenakan sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis; atau

b. pembekuan izin usaha; atau

C. pencabutan izin usaha.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. peringatan tertulis, diberikan sebagai
peringatan pertama atas pelanggaran
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (2);

b. pembekuan izin usaha, diberikan dalam hal
BUJK telah mendapat peringatan tertulis
sebagaimana pada huruf a namun tetap
tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari.
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(4)

(5)

(6)

(1)

()

()

IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan
kembali apabila BUJK telah memenuhi
kewajibannya.

Bagi BUJK yang diberikan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dapat
memperoleh IJUK setelah memenuhi
kewajibannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 22

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan
meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi
agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas;

23



meneliti, mencari, dan mengumpulkan
keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Retribusi;

meminta keterangan dan bahan bukti dari
orang pribadi atau Badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi;

melakukan penggeledahan untuk
mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang Retribusi;

menyuruh  berhenti dan/atau melarang
seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang,
benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

memotret seseorang yang berkaitan dengan
tindak pidana Retribusi;

memanggil orang untuk didengar
keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau
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(4)

(1)

()

(1)

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan
Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1), dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan atau denda paling banyak Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24
Setiap IUJK yang telah diberikan dinyatakan

tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Daerah ini.
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(2) Apabila ada IUJK yang bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan paling
lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah
ini efektif berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17
Tahun 2001 tentang Ketentuan lIzin Usaha Jasa
Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2001 Nomor 7 Seri C), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 26
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini, akan diatur kemudian oleh Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 10 Agustus 2011

BUPATI BANDUNG
ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 15 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd
SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
DADE RESNA,SH

PEMBINA Tk. |
NIP. 19621121 199202 1 002
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